
1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionaljKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bupati selaku
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat
mendelegasikan kewenangannya dalam Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati selaku
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten
LombokBarat.
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3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat daerah Sebagai

Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal1

KETENTUANUMUM

BAB I

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAANINFRASTRUKTURDI KABUPATENLOMBOK
BARAT

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun
2015 Tentang Ketjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionaljKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Ketjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
829);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor
142);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Kerja Sarna Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor
155);
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Pasal3

Asisten Bidang Perekonomiandan Pembangunan dalarn melaksanakan tugas
berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2 wajib

menerapkan prinsip-prinsiptata kelolapemerintahan yangbaik.

(1) Bupati selaku Pejabat Penanggung Jawab Proyek Kerja Sarna dengan
Badan Usaha dalarn penyediaan infrastruktur meliputi transportasi, jalan,
sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem penglolaan air limbah,

sistem pengelolaan persarnpahan, telekomunikasi dan informatika,
ketenagalistrikan,minyakdan gas bumi, konversienergi,ekonomifasilitas
perkotaan, pariwisata, fasiltas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas
kesehatan dan perumahan rakyat di Kabupaten Lombok Barat

mendelegasikan wewenang kepada Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan.

(2) Pendelegasianwewenangsebagaimanadimaksud ayat (1)antara lain:

a. proses persetujuan usulan KPBU;
b. pelaksanaan pengadaanKPBU;
c. penandatanganan petjanjian KPBU;
d. kegiatan-kegiatanpendukung selain tahap transaksi dan
e. melakukan koordinasidengan semua pihak yang terkait.

Pasal2

BAB II

PENDELEGASIANWEWENANG

4. KetjasarnaPemerintah dengan Badan Usaha selanjutnya disebut KPBU

adalah ketjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalarn
Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan
pembagianrisikodiantara para pihak terkait.
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BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019 NOMOR ~:2-

Diundangkan di Gerung
pada Tanggal \~ \t\~ ~~

SEKRETARISDAERAIf'
KABUPATENLOMBOKBARATf

LID

Ditetapkan di Gerung
pada Tanggal " "el ~

1f3UPATI L MBOKBARAi'r

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok

Barat.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa15

KETENTUANPENUTUP

BAB III

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan wajib memberikan laporan

secara periodik dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KPBU kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasa14
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